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Lampiran 1 – Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Guna menjawab pertanyaan penelitian, maka berdasarkan 

prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, perlu disusun 

beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Namun, 

dikarenakan sifatnya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi dan 

kebutuhan di lapangan, maka pertanyaan tersebut diformulasikan dalam 

bentuk pedoman wawancara berikut ini : 

1. Indikator pengukuran kualitas layanan bagian Sat Reskrim Polres 

Pinrang 

a. Keterbukaan informasi 

 Bagaimana kewajiban pemerintah khususnya pada Satuan 

Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Pinrang untuk 

memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan? 

b. Kemudahan prosedur pelayanan 

 Bagaimana kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan? 

2. Indikator pengukuran responsivitas bagian Sat Reskrim Polres 

Pinrang 
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a. Ketepatan waktu 

 Sejauh mana pelaksanaan pelayanan di masyarakat dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh 

unit penyelenggaraan pelayanan di Sat reskrim Polres 

Pinrang? 

3. Faktor penghambat dan pendukung pelayanan publik bagian satuan 

reserse kriminal dalam menangani kasus pencurian motor di 

Kepolisian Resort Pinrang 

a. Faktor penghambat 

 Apa yang menjadi faktor penghambat atau bahkan 

menghalangi kinerja pelayanan publik Satreskrim Polres 

Pinrang dalam menyelesaikan kasus pencurian motor? 

b. Faktor pendukung 

 Apa yang menjadi faktor pendukung atau yang memfasilitasi 

kinerja pelayanan publik Satreskrim Polres Pinrang sehingga 

dapat menyelesaikan kasus pencurian motor dengan mudah? 
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Lampiran 2 – Dokumentasi Penelitian  
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Lampiran 3 – Surat Keterangan Penelitian  
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Lampiran 4 – Jumlah Unit Kendaraan Bermotor Kab. Pinrang   
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Lampiran 5 – Daerah Rawan Kriminalitas Kab. Pinrang  

 


